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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Definsi Kinerja 

     Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pegawai dalam 

mewujudkan tujuan suatu organisasi. Agar mempunyai kinerja yang baik, 

seseorang harus mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakan 

serta mengetahui perkerjaanya.  

1. Menurut Nawawi (2006: 62), “Kinerja dikatakan tinggi apabila 

suatu target dapat diselesaikan pada waktu yang tepat atau tidak 

melampaui batas waktu yang disediakan. Kinerja menjadi rendah 

apabila diselesaikan melampaui batas waktu yang disediakan atau 

sama sekali  tidak terselesaikan”. Kinerja merupakan hasil kerja 

dari seseorang pegawai sesuai tanggung jawabnya dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

2. Menurut Moeheriono (2012: 95), “Kinerja atau Performance 

merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui 

perencanaan strategis suatu organisasi”. 

3. Sependapat dengan Moeheriono, Mahsun (2006: 25) Menyatakan 

bahwa, “KInerja (Performace) adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan Visi organisasi yang 

tertuang dalam strategic planning suatu organisasi”. 
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4. Menurut Fahmi (2010: 2), “Kinerja adalah hasil yang diperoleh 

oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit 

oriented (mengutamakan Keuntungan) dan Non profit oriented 

(Tidak mengutamakan keuntungan) yang dihasilkan selama satu 

periode waktu”. 

5. Menurut Mathis dan Jackson menyatakan bahwa kinerja pada 

dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan 

pegawai. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang 

dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau 

organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan 

kelompok kerja di perusahaan tersebut. 

6. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, Kinerja diartikan sebagai 

hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seseorang pegawai 

dalam melaksakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadannya. 

7. Menurut Rivai dan Basri (2005) pengertian kinerja adalah 

kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan 

sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan 

tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan. 

8. Menurut Hersey and Blanchard, (1993) Kinerja merupakan suatu 

fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas 

atau pekerjaan seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan 

tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan 

seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu 

tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan 

dan bagaimana mengerjakannya. 
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     Berdasarkan pengertian diatas, dapat di Tarik kesimpulan bahwa 

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai didalam sebuah organisasi sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dan diselesaikan 

dalam waktu yang telah ditentukan, kecakapan pegawai, pengalaman, 

kualitas dan kuantitas guna mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. 

Kinerja dapat dikatakan tinggi apabila target dapat diselesaikan dengan 

tepat waktu, Sedangkan kinerja dikatakan rendah apabila diselesaikan 

melampaui batas waktu yang telah ditentukan. 

B. Pengertian Anak 

     Anak Adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak 

yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan 

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Keluarga adalah unit terkecil dalam 

masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, 

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlidungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

     Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 

senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, nartabat 

dan hak hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi 

anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam 

undang-undang dasar 1945 dan konveksi perserikatan bangsa bangsa 

tentang hak-hak anak. dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, 

anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita cita bangsa, 



9 
 

sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak 

kekerasan dan diksriminasi serta hak sipil dan kebebasan. 

     Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pembuat undang-

undang (DPR dan pemerintah) memiliki politik hukum yang responsive 

terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mukia 

senagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran Strategis 

dalam menjamin kelangsungan eksistensi Negara ini. Melalaui UU No. 23 

tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung 

jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak. 

     Sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, 

pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah 

kenakalan anak, yang mengacu pada UU No. 3 tahun 1997 tentang 

pengadilan anak. Setelah di undangkannya UU perlindungan anak, maka 

istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum 

(ABH) dan saat ini UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan 

pidana anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan 

hukum, 

     Berdasarkan pasal 1 butir 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan 

anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah: 

a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau 

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan bagi anak, 

baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan 

hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang 

bersangkutan. 
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     Ketentuan tersebut secara luas, sebenarnya telah bertentangan 

dengan asas legalitas, karena memasukkan juga peraturan hukum lain 

yang hidup berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan kedalam 

kategori pidana. Misalnya kenakalan anak menurut hukum adat bisa di 

selesaikan melalui pengadilan anak, hal tersebut berakibat, adanya upaya 

pengkriminalisasian kenakalan anak, padahal belum tentu itu sesuai 

dengan konsep hukum pidana yang kita anut. 

     Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus 

berhadapan dengan hukum, yaitu: 

1. Status offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila 

dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, 

seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah. 

2. Juvenile delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila 

dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau 

pelanggaran hukum. 

     Namun sebernarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada 

dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses 

kemantapan psikis menghasilkan kritis, agresif yang menujukkan tingkah 

laku yang cenderung bertindak menggangu ketertiban umum. Hal ini 

belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang 

ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si 

pelaku belum bisa sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan 

anak. 

     Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya 

kejahatan anak, yaitu: 
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1) Faktor Lingkungan; 

2) Faktor ekonomi/social; 

3) Faktor Psikologis. 

4) Faktor Broken Home 

 

     Sementara itu, dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) 

ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan 

perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan 

ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang 

berlaku. Hal tersebut terlihat jelas dalam kitab Undang-Undang hukum 

Pidana (KUHP) di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) 

harus mengandung unsur-unsur. 

1) Adanya perbuatan manusia; 

2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum; 

3) Adanya kesalahan; 

4) Orang yang berbuat harus dapat dipertangungjawabkan. 

 

     Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan 

manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang 

lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang 

tercantum dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) dimana 

pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu 

bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut, dengan demikian, 

maka, kurang pas apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan 

murni. 
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     Kenakalan anak disebut juga dengan juvenile delinquency, juvenile 

(dalam Bahasa inggris) atau yang dalam Bahasa Indonesia berarti anak-

anak; anak muda, sedangkan delinquency artinya 

terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, criminal, 

pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam kamus besar 

Bahasa Indonesia, delikuensi diartikan sebagai tingkah laku yang 

menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu 

masyarakat. 

     Pengertian juvenile delinquency menurut kartini kartono adalah 

sebagai berikut: perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-

anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara social pada anak-

anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian social, 

sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku 

yang menyimpang. 

     Sedangkan juvenile delinquency menurut Romli atmasasmita adalah: 

setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 

tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-

norma hukum yang berlaku serta membahayakan perkembangan pribadi 

si anak yang bersangkutan. 

C. Pengertian Hukum Anak 

     Dalam sistem perundang-undangan kita belum ada unifikasi tentang 

hukum anak, akan tetapi terkondifikasi dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan yang berlaku saat ini, seperti pada: hukum 

perburuhan, Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), undang-

undang pengadilan anak ( Undang-undang No. 3 Tahun 1997), undang-

undang pemasyarakatan (Undang-undang No. 12 Tahun 1995), undang 
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undang kesejateraan anak dan Yang terbaru (Undang-undang No. 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), dan lain 

sebagainya. Lalu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan hukum anak 

itu? Hukum adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang 

anak, adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi: Sidang 

pengadilan anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai 

korban tindak pidana, kesejahteraan anak, hak-hak anak, pengangkatan 

anak, anak terlantar, kedudukan anak, perwalian, anak nakal, dan lain 

sebagainya. 

     Pengaturan hukum anak dinegara kita sampai sekarang tersebar 

dalam berbagai tingkat perundangn-undangan. Misalnya ada yang diatur 

dalam bentuk undang-undang, staatsblaad,ordonansi, peraturan 

pemerintah, atau peraturan mentri, hal ini sulitnya memahami hukum 

anak itu sendiri. Tentang betapa pentingnya memahami hukum anak, 

dapat disimpulkan dari konsiderans. Undang-undang No 3 tahun 1997. 

Dimana dikatakan anak adalah bagian dari generasi muda. Sebagai salah 

satu sumber daya manusia. Merupakan potensi dan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa dalam kedudukan demikian, anak memiliki peranan 

strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu, anak 

memerlukan pelindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan fisik mental dan social secara utuh, serasi, selaras dan 

seimbang. 

 
D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 

     Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA 

merupakan tempat Anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri 

merupakan Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah 
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dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan. Sejak munculnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan UU Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, setiap Lapas Anak dituntut untuk 

melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Hal ini karena Lapas Anak 

dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan 

perkembangan sistem peradilan pidana anak.  Perubahan nama ini bukan 

saja berupa perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru 

saja namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan terhadap 

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia. Saat ini sudah ada 

33 LPKA yang berada di setiap provinsi di Indonesia. 

     Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak bahwa Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Klas II Seksi Pembinaan mempunyai tugas 

melakukan pendidikan, bimbingan kemasyarakatan, pengentasan, 

pelatihan keterampilan, pelayanan makanan dan minuman, 

pendistribusian perlengkapan serta pelayanan kesehatan. 

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pembinaan menyelenggarakan fungsi: 

1. Pendidikan; 

2. pelatihan keterampilan; 

3. pembimbingan kemasyarakatan; 

4. pengentasan anak; 

5. pengelolaan makanan dan minuman; 

6. pendistribusian perlengkapan; dan 

7. pelayanan kesehatan anak. 
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Seksi Pembinaan terdiri atas: 

1. Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan; dan 

2. Subseksi Perawatan. 

 
     Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, disebutkan bahwa LPKA 

memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 

1. Tugas  : melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan. 

2. Fungsi  : 

a. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, 

pencatatan baik secara manual maupun elektronik, 

penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program; 

b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, 

pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan 

informasi; 

c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman 

dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan 

kesehatan; 

d. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi 

administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan 

disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan 

e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan 

kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, 

pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan 

rumah tangga. 
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     Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan 

pembinaan bagi Anak, LPKA wajib mengedepankan asas Sistem 

Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang meliputi : 

1. Perlindungan 

2. Keadilan 

3. Non diskriminasi 

4. Kepentingan terbaik bagi Anak 

5. Penghargaan terhadap pendapat AnakPembinaan dan 

pembimbingan Anak 

6. Proporsional 

7. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya 

terakhir, dan 

8. Penghindaran pembalasan 

 

     Landasan peraturan perundang-undangan yang mendasari 

pembentukan LPKA antara lain : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372); 
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4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-

0OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

M.HH-0OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); 

     UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

(SPPA) Menimbang :  

a. Bahwa anak merupakan karunia amanah dari tuhan yang maha esa 

yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; 

b. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak 

mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum 

dalam sistem peradilan;  

c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak 

Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip 

pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk 

memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum;  
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d.  bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan 

hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan 

pelindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga 

perlu diganti dengan undang-undang baru;  

e.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-

Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 

     UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 

Pasal 1 mengatakan bahwa : 

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses 

penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, 

mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan 

setelah menjalani pidana. 

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang 

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak 

pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.  

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut 

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 

tindak pidana. 

4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya 

disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, 

dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 
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5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut 

Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau 

dialaminya sendiri.  

6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana 

dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan 

pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian 

yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan 

semula, dan bukan pembalasan. 

7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses 

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.  

8. Penyidik adalah penyidik Anak.  

9. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak. 

10. Hakim adalah hakim Anak. 

11. Hakim Banding adalah hakim banding Anak. 

12. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak. 

13. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak 

hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, 

pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak 

di dalam dan di luar proses peradilan pidana.  

14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di 

lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi 

dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan 

sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau 
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pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas 

pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak. 

15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan 

dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan 

dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang 

bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang 

lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak. 

16. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau 

anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak. 

17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya 

menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.  

18. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk 

mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung.  

19. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang 

berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

20. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat 

LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa 

pidananya. 

21. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya 

disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama 

proses peradilan berlangsung. 

22. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang 

selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat 

pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial bagi Anak.  
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23. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, 

pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing 

Kemasyarakatan.  

24. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit 

pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan 

fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, 

dan pendampingan. 

 
Pasal 2 

     Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:  

a. pelindungan;  

b. keadilan;  

c. nondiskriminasi;  

d. kepentingan terbaik bagi Anak;  

e. penghargaan terhadap pendapat Anak;  

f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;  

g. pembinaan dan pembimbingan Anak;  

h. proporsional;  

i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya 

terakhir; dan 

j. penghindaran pembalasan. 

 
Pasal 3 

     Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:  

a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan 

kebutuhan sesuai dengan umurnya; 

b. dipisahkan dari orang dewasa;  

c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;  
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d. melakukan kegiatan rekreasional; 

e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang 

kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan 

martabatnya; 

f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 

g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya 

terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 

h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, 

tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 

i. tidak dipublikasikan identitasnya;  

j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang 

dipercaya oleh Anak; 

k. memperoleh advokasi sosial;  

l. memperoleh kehidupan pribadi;  

m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;  

n. memperoleh pendidikan;  

o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan  

p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 
Pasal 4  

     Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:  

a. mendapat pengurangan masa pidana;  

b. memperoleh asimilasi;  

c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;  

d. memperoleh pembebasan bersyarat;  

e. memperoleh cuti menjelang bebas;  
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f. memperoleh cuti bersyarat; dan 

g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 
Pasal 5 

     Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;  

b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan 

peradilan umum; dan 

c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau 

pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan 

dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Beserta pasal lainnya 

 

     Adapun Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 

Tentang Kesejahteraan anak : 

Pasal 1 

     Yang dimaksudkan di dalam Undang-undang ini dengan:  

1. a. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan   

penghidupan 

anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan 

perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani 

maupun sosial;  
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b. Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial 

yang 

ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak 

terutama 

terpenuhinya kebutuhan pokok anak.  

2. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 

satu) tahun dan belum pernah kawin.  

3. a. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung; b. Wali adalah 

orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan 

kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.  

4. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari 

ayah dan atau ibu dan anak.  

5. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada 

lagi ayah dan ibu kandungnya.  

6. Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab 

tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara 

rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.  

7. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya 

melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat 

terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun 

sosial. 8. Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak 

yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma 

masyarakat.  

8. Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan 

atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan 

perkembangannya dengan wajar. 
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Pasal 2 

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan 

bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya 

maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang 

dengan wajar. 

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan 

dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan 

kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan 

berguna. 

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa 

dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.  

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang 

dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan 

perkembangannya dengan wajar. 

 

Pasal 3 

     Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama 

berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan. 

 

Pasal 4 

1. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh 

asuhan oleh negara atau orang atau badan. 

2. Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 
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Pasal 5 

1. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam 

lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan 

wajar. 

2. Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 6 

1. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan 

asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan 

yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.  

2. Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 

(1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah 

melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim. 

 

Pasal 7 

     Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai 

tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan 

kesanggupan anak yang bersangkutan. 

 

Pasal 8 

     Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan 

anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, 

agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial. 
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Pasal 9  

     Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas 

terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun 

sosial. 

 

Pasal 10 

1. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya 

sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan 

timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan 

anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap 

anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.  

2. Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan 

kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai 

dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan 

pendidikan anaknya.  

3. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan 

dengan keputusan hakim.  

4. Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah. Dan pasal lainnya. 

 

     Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak : 

Pasal 1 

     Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :  

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  
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2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi.  

3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 

suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, 

atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke 

atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.  

4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau 

ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.  

5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya 

menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.  

6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya 

secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.  

7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami 

hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu 

pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.  

8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai 

kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat 

istimewa.  

9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan 

kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain 

yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan 

membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang 

tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.  
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10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau 

lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, 

pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu 

orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak 

secara wajar.  

11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, 

mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan 

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang 

dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.  

12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib 

dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah, dan negara.  

13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan 

organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.  

14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi 

profesional dalam bidangnya.  

15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada 

anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan 

hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang 

dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang 

diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan 

narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), 

anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban 

kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang 

cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.  

16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.  
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17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 2 

     Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan 

berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :  

a. non diskriminasi;  

b. kepentingan yang terbaik bagi anak;  

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan  

d. penghargaan terhadap pendapat anak. 

Pasal 3 

     Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 

anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi 

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan 

sejahtera. 

 

Pasal 4 

     Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 
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Pasal 5 

     Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan. 

 

Pasal 6 

     Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam 

bimbingan orang tua. 

 

Pasal 7 

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, 

dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. 

2. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin 

tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka 

anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh 

atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 8 

     Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 

sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 

 

Pasal 9 

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 

dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. 
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2. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, khusus 

bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh 

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki 

keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. 

 
Pasal 10 

     Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, 

menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat 

kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan 

nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Dan pasal lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


